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RINGKASAN 
 Penelitian ini berjudul "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA 
JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG MASIH DALAM PROSES 
PEMECAHAN SERTIPIKAT". Penulis mengangkat judul tersebut karena masih 
banyak dalam praktek di dunia Notaris/PPAT dimana kredit dengan Debitor 
(Developer) dengan jaminan Sertipikat induk  yang akan dilakukan proses pemecahan  
untuk kepentingan Kredit Kepemilikan Rumah tidak dilakukan pemasangan Hak 
Tanggungan melainkan dengan Akta Jaminan SKMHT yang diperpanjang terus 
menerus sampai proses pemecahan selesai, sehingga Hak Tanggungan belum 
terdaftar dalam hal ini Kreditor/Bank yang dirugikan karena kreditor yang 
mempunyai Hak Preferen akan menjadi Konkuren. 
 Dengan memperhatikan permasalahan hukum tersebut diatas maka penulis 
mengangkat isu hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Apa Akibat  Hukum terhadap akta SKMHT yang diperpanjang terus menerus 
karena Jaminan Kredit (KPR) dalam proses pemecahan ? 
2. Apakah Bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor terhadap Jaminan kredit yang 
proses pemecahan belum terpasang Hak Tanggungan ? 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekait dengan proses pemecahan hak 
yang dilakukan oleh debitor (developer) perumahan atas benda jaminan yang telah 
diikat untuk melunasi pelunasan utang(-utang) debitor kepada Bank (kreditor), yakni 
tidak mengubah bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menjadi Akta 
Pemberian Hak Tanggungan  (hak tanggungannya belum lahir)  sehingga tidak ada 
jaminan kepastian hukum bagi bank (kreditor) untuk dapat menegakkan hak 
kebendaannya yang mana seharusnya hak kebendaan berupa hak tanggungan tersebut 
melekat pada benda jaminan hak atas tanah yang akan dipecah tersebut.  
 Dengan tidak dilanjutkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  
menjadi Akta Pemberian Hak Tangungani, maka tidak akan lahir Sertipikat Hak 
Tanggungan sebagai bentuk moment lahirnya hak kebendaan bagi kreditor (bank). 
Dengan demikian, kedudukan kreditor hanyalah sebagai kreditor konkuren.   
Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan saran bahwa diperlukan adanya 
solusi yang dapat dilakukan yakni kreditor harus meminta benda jaminan lain (selain 
hak atas tanah) yang pernah disodorkan sebagai benda jaminan (collateral) pada saat 
analisis kredit bank dilakukan. Dengan demikian, apabila debitor wanprestasi maka 
kreditor memiliki benda jaminan lain sebagai pelunasan utang andaikata debitor tidak 
mampu membayar (gagal bayar). Praktek lain yang dilakukan oleh bank yakni bank 
membuat perjanjian di luar perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan tersebut sebagai bentuk pengikat kepastian pembayaran kembali yang 
dilakukan oleh debitor, namun ketentuan ini tidak semua diberlakukan oleh bank. 
Apabila kreditor sudah bonafide dan namanya dikenal oleh dunia perbankan, malah 
bank berani beresiko tidak meminta benda jaminan lain yang digunakan untuk 
mengikat perjanjian kredit tersebut, namun  hal tersebut juga jarang terjadi, terutama 
pada zaman sekarang yang mana perekonomian mulai menurun. Oleh sebab itu, lebih 
baik bank meminta benda jaminan lain untuk mengganti atau menambah benda 
jaminan dalam kewajiban pembayaran utang yang telah diperjanjikan oleh debitor 
dan kreditor.  
 
 
 
  
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis Akibat Hukum 
akta Jaminan Kredit Pemilikan Rumah yaitu pada akta Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diperpanjang terus menerus 
karena sertipikat yang dijadikan Jaminan Kredit Kepemilikan Rumah masih dalam 
proses pemecahan dimana perlindungan hukum bagi Kreditur Kredit Pemilikan 
Rumah terhadap Jaminan kredit yang proses pemecahan belum terpasang Hak 
Tanggungan, dengan menganalisa pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan  yang dibuat dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam memberikan 
perlindungan  Hukum kepada Kreditor terhadap benda Jaminan yang masih proses 
pemecahan sertipikat. PPAT wajib mendaftarkan Hak Tanggungan terlebih dahulu 
atas benda jaminan Kredit kepada Kantor Pertanahan sebelum dilakukan proses 
pemecahan, dan tidak memperpanjang  akta SKMHT secara terus menerus.  
 
Kata Kunci : Jaminan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, pemecahan,      
                      Perlindungan hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
The aim of this research is to understand or analyze Consequences of 
House Mortgage Law to The Assignment of Mortgage (SKMHT) which extended 
continuously because a certificate for warrant of House Mortgage Creditor are 
still in a process. To analyze how to make Assignment of Mortgage in front of 
land deed official (PPAT) based on Law number 4 of 1996 about Mortgage of the 
land that related with land.  
The method used in the present study is a normative legal research, namely 
legal research which is conducted by examining the library materials or 
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 
namely the law and conceptual approaches.  
 The results of study indicate that in providing legal protection to Creditor 
for collateral objects that are still in the process of solving the certificate, PPAT 
must register Mortgage of the land  right on the collateral for credit to the land 
office before the process of solving and does not extend the Mortgage Law to The 
Assignment of Mortgage (SKMHT) deed continuously. 
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PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan 
1. Akibat hukum terhadap akta SKMHT yang diperpanjang terus-menerus 
karena Jaminan Kredit (KPR) dalam proses pemecahan  
a. tidak ada kepastian hukum bagi Bank (kreditor) karena jaminan 
belum terpasang Hak Tanggungan dan  apabila Debitor 
wanprestasi maka kreditor tidak dapat mengeksekusi benda 
Jaminan karena Hak Tanggungan belum terdaftar (belum dibuatkan 
Akta Pemberian Hak Tanggungan),  sehingga kedudukan kreditur 
yang seharusnya preferen akan menjadi konkuren 
b. Batal demi hukum apabila persyaratan tentang jangka waktu 
SKMHT tidak dipenuhi/gugur karena tidak diikuti dengan 
pembuatan APHT. 
c. Bilamana SKMHT diperpanjang tidak menghadirkan kembali para 
pihak dihadapan Notaris/PPAT maka SKMHT akan terdegradasi 
menjadi akta dibawah tangan, karena menyalagunakan 
kewenangan dalam pembuatan  Akta PPAT. 
2.  Perlindungan hukum bagi Kreditor terhadap jaminan kredit yang masih 
dalam proses pemecahan belum terpasang Hak Tanggungan 
a. Perlindungan hukum Preventif  
Perlindungan hukum  preventif  yaitu  dengan  cara pencegahan-
pencegahan yang harus dilakukan pihak kreditor (Bank) antara lain 
dengan mendaftarakan atau memasang Hak Tanggungan pada 
  
sertipikat induk yang dimiliki Debitor (Developer) meskipun hal 
tersebut berdampak pada saat penjualan perkavling, dimana 
Debitor harus melakukan roya sebagian terhadap tanah kavling 
yang terjual tersebut dan proses tersenut membutuhkan tambahan 
biaya yang lebih besar karena ada pengurusan roya. 
b. Perlindungan represif 
Perlindungan hukum represif dengan memperpanjang SKMHT atas 
sertipikat yang dijadikan jaminan oleh Debitor sampai dengan 
proses pemecahan selesai dikantor Pertanahan. 
a. Untuk dapat melindungi Hak-hak kreditor dapat dilakukan Upaya-
upaya hukum yang lain dengan meminta benda jaminan lain untuk 
mengganti dan/atau menambah benda jaminan lain dalam 
kewajiban pembayaran utang yang telah diperjanjikan oleh 
Debitor dan Kreditor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR BACAAN 
 
 
Buku 
 
Ahcmad Anwar, Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda, cetakan pertama, Balai 
Aksara, Jakarta, 1981.  
Tri Widiyono, Anggara Kredit Dalam Finansial Engineering, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 2009. 
Effendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali 
Pers, Jakarta. 
B.Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori 
Hukum, dan Filsafat Hukum, Prenada Media, cetakan I 2005. 
Hans kelsen, general theory of law and state, diterjemahkan oleh Rasisul 
Muttaqien, nusa media, bandung, 2011.  
Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, 
Depok, 2016. 
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. 
Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 
1991. 
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cetakan Keempat, Prenada Media 
Group, Jakarta, 2008. 
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2006  
Peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada 
Media grup, jakarta, 2005 
Muhammad Abduk Kadir, 1993, Hukum Perdata Indonesia,  Bandung: Citra 
Aditya Bakti 
 Siti Soetami, 2005, Pengantar Tata Hukum  Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama 
HS. Salim, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika 
Rahma Febriani, R. Suharto, Triyono, 2016, “Kajian Hukum Tanggung Jawab 
Ahli Waris Penanggung Dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi 
Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015”, Diponegoro 
Law Review, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016   
Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta: 
Pustaka Yustitia  
Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga.  
Prayitno Iman Santosa, 2012, “Kedudukan Barang Jaminan”, Majalah Hukum 
Varia Peradilan, No. 315, Pebruari 2012 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Salim H.S., 2007, Perkembangan Hukum 
Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 
 Mucdarsyah Sinungan, 1990, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, 
Yogyakarta. 
  
Muhammad Shollahudin, 2005, Buku Ajar Lembaga Ekonomi dan Keuangan 
Syariah, Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta  
Sri Hajati, et.al., 2017, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Surabaya: 
Airlangga University Press. 
Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, 2013, Buku Referensi 
Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya: PT. Revka Petra Media.  
Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia 
(Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung 
Oemar Moechthar, 2017, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Surabaya: 
Airlangga University 
Habib Adjie, Tebar pemikiran 2 dalam dunia Notaris&PPAT Indonesia, Surabya 
2003.  
Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, 2017, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, 
Surabaya: Airlangga University Press 
A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Alumni 
Philipus M. Hadjon, 1986, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,  
Surabaya: Bina Ilmu. 
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: 
Liberty. 
 
Pearturan Perundang-undangan 
 
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. 
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah 
d. Undang-undang nomor 10 t ahun 1998 tentang perubahan Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. 
e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2006, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan 
Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. 
g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8  
Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah.  
 
 
 
 
  
Artikel, Jurnal Umum, tesis dan Karya Ilmia 
 
1. Disertasi 
Estelle Philips, Researching and Writing in Law, Lawbook, Sidney, 2002, hlm 
164, Dalam Rusdianto S, “Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam 
Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi khusus atau 
sementara”,  Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
Surabaya.  
 
2. Jurnal 
Ni Made Dwi Widiantari, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja, 2014, 
“Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada 
BPR”, e-Jurnal Bisma, Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan 
Ganesha, Singaraja 
  Shendy Apriana, Dwi Rahayu, Irwansyah, 2017, “Analisis Pengaruh Prasyarat 
Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank 
Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”, Jurnal Bisnis dan 
Pembangunan, Edisi Januari-Juni 2017, Vol. 6, No. 1 
Muchdarsyah Sinungan, 1995, Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit, 
Jakarta: Bumi Aksara, h.97, dalam Rima Ayu Anggraini, Sri Mangesti 
Rahayu, Achmad Husaini, 2015, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian 
Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit 
Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang 
Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 21 No. 1 April 2015, Malang: 
Universitas Brawijaya. 
Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan”, Jurnal perspektif, 
Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari 
Ketut Dezy Ari Utami, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah 
Berdasarkan Jual Beli  Di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan 
Nomor: 1860K/Pdt/2005)”,  Jurnal Arena Hukum, Volume 7, Nomor 2, 
Agustus 2014.  
 
3.Tesis 
Dewi Indriani, Perlindungan Hukum Bagi Bank Terhadap Kredit Pemilikan 
Apartemen dengan Jaminan Sertipikat Induk, Program Studi Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 
Nugraha Adi Prasetya, Perlindungan Kreditur sebagai Pemegang Hak 
Tanggungan Dalam Surat Kuasa Membeebankan Hak Tanggungan, 
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2012. 
Dewi Arini Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Pemberian 
Kredit Kontruksi perumahan  dalam hal debitur wanprestasi,  Program 
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2015 
 
 
 
